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PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK ATAS
PENJUALAN PETASAN,

O ot D o v e T G e s e o S oo o

DITETAPKAN pada tanggal: 22 - 7 - 1965 Nomer : -

DI SAHKAN dengan keputusan: (dianggap disahkan berdasar pasal

19 ayat (5) U.U., No.11/Drt 1957),

DI UNDANGKAN dalam Lenbaran Daerah Tahun: 1967 Seri : C

Noner : 60

PERUBAHAN ~PERUBAHAN
ke:! Peraturan Dacrah i Di_sahkan dengan keputusan ! Lembar, Daerah
! Tanggal 1t Norier! Penjabat ! Tanggal 1 Nomer: {Tahun!tSeri! No,.
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PERATURAN DAERAH Dacrah tingkat II Kebumen tentang pemungutan dan penagihan pelIRds

jak atas penjualan petasan,
Pasal 1,

(1) Dengan nanma "Pajak pctasan" dipungut pajak deri orang-orang yang menjual pe
tasan dan orang-orang yang mengcerjalian kebiasaan tersebut sebagai mata pen-
caharian di Daerah tingkat II Kebumen, untuk selanjutnya orang-orang itu di
sebut wajib-pajak,

(2) Mcnyimpan pctasan tidak untuk keperluan sendiri terhitung menjual jugae.
Pasal 2,

(1) Wajib—pajak diharusken sctiap tahun dalam bulan Januari mendaftarkan kepada
pwgawal yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Dacrah untuk keperluan itu.

(2) Orang yang menjadi wajib-pajak scsudah Januari dari tahun yang sedang berja
lan diharuskan dalam tempoh 3 heri tcrhitung ia mulai menjadi wajib-pajak ,
mendaftarkan dengan cara yang ditcntukan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3,

(1) Pajak ditetapkan scjumlah Rpe7.500,== (tujuhribu limaratus rupiah) sctahun
untuk tiap penjuslan dan [.150,-- (seratus limapuluh rupiah) seminggu atau
serahagian dari satu minggu untuk tiap penjualan, menurut yeng dikehendaki
0lch wajib-pajak,

(2) Tahun pajek adalah tahun-takwim.

(3) Yang dimeksud dengan seminggu ialah waktu selama tujuh heri berturut-turut.
Pasal 4,

(1) Bersama sama dengan pendaftarannya pajak dibayar kepada Pemcgang Kas dengan
menerima tanda pembayaran.

(2) Selama pajak tidak dibayar, maka untuk menjalanken pasal 2 peraturan daerah
ini, dianggep ncbagal tidak ade pendaftaran,

(3) Tanda pembaysran adalah bukti pendaftaran yang harus sclalu discdiakan di-
tempat penjualan,

Pasal 5,

(1) Tentang pendaftaran termaksud dalam pasal 2, oleh pegawai itu untuk tiap-ti
ap tahun pajak diadekan regzister, dalam register mana dicatat antara lain
tanggal pendaftaran, nama dan alamat scrta tempat penjualan wajib-pajak dan
besarnya pajalke. .

(2) Contoh dari rcgister termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bu-
pati Kepala Dacrah,

Pasal 6.

Barangsiapa menjual pctasan tanpa didahului dengan pendaftaran sebagaima dimak=-
sud dalam pasal 2, dihukum dengan hukuman kurungan seclama-lamanya dua bulan a -
tau hukuman denda sctinggi-tingginya Rpe5.000,~~ (limaribu rupiah).

Pasal 7.

Yang discrahi juga mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-dacrah ini ialah
Kontrolir Dacrah, Pengewas Keuangan Decrah, Pemeriksa dan Kepalea Pasar Daerah,
Penilik Pasar Dacrah, Kepala Opscter dan Penilik DeP,U. Decrah tingkat II Kebu=-
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Pasal 8,

Peraturan-daerah ini dapat discbut Peraturan Pajak Petasan Dacrah tingkat II Ke
bumen dan mulai berlaku pada hari pertanc scsudah pengundangannya dalam Lembar-
an Dacrah Jawa Tcngah,

Apabila pengundengannya sesudeh tanggael 1 Januari 1966, maka Peraturan-Dacrah i
ni berleku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1966,






Pasal 9,

Dengan berlakunya pwraturan-dacrah ini, tidak berlaku lagi " Verordcning tot hef
fing cn invordering op den verkoop van vuurwerk in het Regentschap Kcbumen'™ tang
gal 3 Januari 1931 diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 16 Oktober 1931
(Bijvocgscl Seric C No, 10) scbagaimana telah diubah dan ditambah terakhir  de-
ngan Verordcning tanggal 19 December 1941 disahken oleh College van Gedeputcer -
den van den Provinciaalen Raad van Midden Java bij besluit ven 16 Januari 1942
No. 7129/45, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 30 Janueri 1942 (Bijvoeg
sel Seric C No., 1 )






